BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-undang Nomga 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah telah diamanatkgg esejahteraan rakyat dapat

ditempuh melalu eningkatan peran

pa provinsi
yang maju, dan
tidak ada kabupaten yang 1148 efa 0% #Panan yang maju. Ini berarti
bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Wida dkk,
2014).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan

Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan



kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Kenyataannya pembangunan nasional
pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan
seperti ketimpangan dalam pembangunan antara kota dan desa di Indonesia.
Ketimpangan ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga

pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka

kemiskinan di Indonesia.

cigoalan  mengenai

dana desa ada
Belanja Negara) yang (1% fitransfer melalui APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Makalalag dkk,

2016). Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Psal 27 Ayat 3



menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke
desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan menerima dana milyaran
rupiah untuk kemajuan desa (Sujarweni, 2015:3). Jumlah nominal yang diberikan
kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah

penduduk, dan angka kematian (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa sel Bk u kebijakan di desa harus

pembangunan
memiliki akuntabilitas 2006) dalam Sujarweni
(2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang sudah dilaksanakannya dan



ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo
(2002) dalam Sujarweni (2015:28) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan
mengungkapkan segala  aktivitasnya dan  kegiatan yang  menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pembeti amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk megas

BerdasarkeQ_Q 414). menyatakan

bahwa akug ! ’

desa di d8
sudah menam an  transparan.
Sedangkan pertanggungJ® strasi masih diperlukan

adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Banjaragung karena di

wilayah ini mempunyai banyak potensi diantaranya adalah potensi dari segi



pertanian dan industri. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Desa Banjaragung

tercatat + 458.262 Ha, dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel

berikut ini:

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Desa Banjaragung

PENGGUNZRN LUAS (Ha)

Ola secara
jujur dan bai elas dan juga
sebaliknya.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjaragung
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang terlihat dari berbagai kegiatan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), setelah penulis melakukan observasi



awal ternyata dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih
belum maksimal dan masih terdapat beberapa permasalahan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian perencanaan dan
pelaksanaan ADD tahun sebelumnya dan tidak adanya sosialisasi mengenai
Alokasi Dana Desa (ADD) kepada mgsyarakat desa sehingga mengakibatkan

rendahnya pengetahuan gag BLogram-program desa yang

organisasi kepada pihaR arke 1 di atas, maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten

Jepara Tahun 2017”.



1.2. Ruang Lingkup

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tergantung
dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung
tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di

tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) vyang ae0uhi prinsip akuntabilitas

ntabilitas perencanaan,

dapat dianalisa secara
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang

terdapat di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.



1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa

Banjaragung Kecamatan Bangsri Kapupaten Jepara?

Bagaimana akuntabjli L Dana Desa di Desa

Alokasi Dana De%s , an Bangsri Kabupaten

Jepara



1.5. Manfaat Penelitian
1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi
pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012). Manfaat teoritis yang

diperoleh dari penelitian ini yaitu

bagai sumbangan pengetahuan ilmu

administrasi keuangan, asi Dana Desa.

e

Hasil penelitian ini dapat memja i 0o mbangan kepada Pemerintah
Kabupaten Jepara khususnya Pemerintah Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri

dalam meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
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1.6 Sistematika Penulisan
Dalam skripsi ini secara garis besar akan dibagi menjadi lima bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah,

ruang lingkup penelitian, rumusan masa@, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penulisg

andasan teori,

memberikan

BAB V KES
kesimpulan berdasarka dan saran untuk

penelitian selanjutnya.



